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BAB Il

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dengan narasumber, maka

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

& Bantuan Hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian berupa proses
bimbingan konseling, pendampingan, dan perlindungan pada korban
selama laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih
diproses dan belum dicabut. Bimbingan konseling yang dilakukan
oleh pihak PPA sebagai upaya untuk memberikan pertimbangan pada
korban apakah akan berlanjut ke Pengadilan atau diselesaikan secara
kekeluargaan. Selama proses tersebut, pihak PPA akan mendampingi
serta melindungi korban dari berbagai ancaman pelaku tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga.

Pihak Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bekerjasama
dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di setiap daerah dapat
membantu pihak Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam
menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan ikut serta
mendampingi selama proses pemberian bantuan hukum kepada

korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
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Kendala yang dialami dalam pemberian bantuan hukum kepada

korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada

pemeriksaan di kepolisian ada beberapa hal,antara lain :

a.

Dalam proses untuk melakukan pembuktian, untuk jenis
kekerasan fisik yang dialami korban, ada kendala yang sering
dihadapi. Kendala untuk kekerasan fisik yaitu setelah terjadinya
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan
dalam rumah tangga tidak langsung melapor ke Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (PPA), sehingga untuk membuktikan
adanya kekerasan fisik yang dialami oleh korban sering tidak
dapat dibuktikan, karena bekas luka yang dialami korban akibat
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah
hilang sehingga sulit untuk dibuktikan bahwa korban mengalami
kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena korban
melaporkan setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga ini
berulang lagi baru ia melapor, sehingga korban kesulitan untuk

dibuktikan bahwa ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk jenis kekerasan psikis, korban harus dibuktikan seperti
dengan melakukan rawat inap untuk mengetahui dan
membuktikan apakah korban mengalami kekerasan psikis.
Dalam hal ini rawat inap harus dilakukan beberapa hari untuk
melihat perkembangan korban kekerasan psikis ini, karena tidak

bisa dilihat hanya dari luar diri korban yang hanya sesekali saja
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tetapi harus dilakukan rawat inap untuk jangka waktu tertentu
yang dilakukan dan diawasi oleh psikiater. Korban kekerasan
dalam rumah tangga sering tidak mau untuk dilakukan
pemeriksaan terhadap kekerasan psikis yang dialami korban,
padahal untuk membuktikan kekerasan psikis tersebut oleh
psikiater harus dilakukan rawat inap dalam beberapa hari dan
hasil dari rawat inap tersebut dapat digunakan untuk
membuktikan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga mengalami dan menderita kekerasan psikis atau tidak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, agar pemberian bantuan hukum kepada

korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pemeriksaan di

Kepolisian dapat dilakukan dan meminimalisir adanya kendala yang

dihadapi kepolisian, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk pembentuk Undang-Undang, apabila dalam membuat

Undang-Undang sebaiknya diberikan keterangan secara konkrit
mengenai peraturan bantuan hukum untuk korban kekerasan
dalam rumah tangga, karena seringkali orang-orang yang tidak
paham tentang hukum, mereka tidak mengetahui seperti apa
bantuan hukum yang diberikan sehingga terkadang korban takut

untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya
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karena belum ada kejelasan bantuan hukum dalam peraturan
perundang-undangan.

. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait bantuan hukum
untuk korban tindak pidana maupun untuk terdakwa tindak pidana,
agar masyarakat mengetahui lebih jelas mengenai adanya bantuan
hukum, sehingga korban tidak khawatir atau takut lagi apabila

ingin melaporkan tindak pidana yang dialaminya.
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